Menimbang

Mengingat

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi
danfatau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan

bantuan keuangan;

bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan®_embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemaenksaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pangganti  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Lindang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pamerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pati;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara mealui
Pemilihan Umum:

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP
adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau
sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
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Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut
DPC atau ssbutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat
Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang
atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik;

Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan
kursi di DPRD;

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adaiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran
Kabupaten Fati;

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD
adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Patj;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat atau
dengan sebutan lainnya.

BAB i
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

Uintuk membaniu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau
Sekretariat Partai Politilk, Pemerintah Daerah memberikan bantuan
keuangan kepada Partai Politik.

Banwan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d'terixan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD
nasil Pemiiihan Umum Tahun 2004.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB Il
BANTUAN KEUAMNGAN
Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
aalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah
perolehan kursi di DOPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.



(2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politk vyang
mer.dapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar
(Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

(3) Besarmmya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayal (2). dapat diubah dengan mempertimbangkan kemampuan
keuengan Daerah dan tidak melebihi bantuan keuangan yang
diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 4

Apabila terjadi dualismz kepengurusan Fartai Politik, maka Bantuen

Keuvangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih

ianjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh
DPC Partai Poiitik atau sebutan lainnya, ditandaiangani Ketua dan
Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan
menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan
melampirkan :

a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang
menetapkan Susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau
sebutan lainnya dengan menunjukan Surat Keputusan DPF
Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kurs:
Partai Politk di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau
Sekretaris KPUD,;

c. surat keterangan Partai Politk yang menyatakan bersedia
dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan
keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua
den Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai
dengan menggunakan kop surat Partai Politik;

d. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat

daiam rangkap 2 (dua).



(2) Surat pengagjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan SKPD.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINIETRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan.
penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai
Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten.

(2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD dan anggotanya terdiri dari
KPUD, unsur Sekretariat Daerah dan Dinas/Instansi terkait.

(3) Pernbentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana
aimaksud nada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Bentuk herita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana {ercantum dalam Lampiran |
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Vi
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

(1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan
olen Kepala SKPD atas nama Bupati kepada Ketua dan
Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Penelitian dan

Pemeriksaan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) kali dalam Tahun Anggaran.



Pasal 9

Penyeranan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan

persyaratan administrasi :

a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening
bark atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi,
ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC
Partai Poltik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat
dan cap stempel Partai Politik;

c. Berita acara serah terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat)
yang ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai Pihak Pertama dan
cleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya
sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB Vi
LAFORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11

(1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik

Jisampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

(2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 12
Bentulk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik
sebagaimena dimaksud dzlam Pasal 11 ayat (1) sebagaimana

tercarturm dalarn Lampiran 1l merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 13

Ketentuan  pelaksana Peraturan Daerah ini diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupatern Fati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 September 2006
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Diundangkan di Pati ) ‘-i<:~i:::j:;§/
pada tangoal 6 Novenber 2006

NOMOR...2.....



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR...5.. . TAHUN..20Q6....
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

UumMum )

Negara menjamin setiap warga negara mempunvai kesempatan yang sama
dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, keikuisertaan warga Negara dalam
perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilar dilaksanakan melalui Partai
Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan
rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka daiam rangka mendukung
terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daeraﬁ periu
memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Peartai politik bertujuan untuk
membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politk yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati guna
memperjuangkan aspirasi Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Indoneasia.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pagal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b

Yang dimaksud dengan surat keterangan autentikasi hasil penetapan
perolehan kursi Partai Politik di DFRD adalah foto copi Berita Acara
hasil perolehan kursi Partai Pclitik di DFFD yang dilegalisir oler Ketua
atau Sekretaris KPUD yang dilampiri cbngan surat keterangan
autentikasi Berita Acara hasil penctapan perolehan kursi Paﬁai Politik
di DPRD yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris KPUD.

huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAT! NOMOK... 2.



LAMPIRAN| : PERATURAM DAERAH KABUPATEN
PATI NOWMOR.5... TAHUN.200EENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

BERITA ACARA

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMII.U 2004

NOMOT e e e eees

Pada hari ini....... tanggal.......bulan.......tahun...... Tim Penelitian dan Pemeriksaan
Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Pengguneaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pati
Nomor........Tahun........ Tanggal......... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan
persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun...... yang diajukan oleh DPC
(atau sebutan lainnya).........

Berdasarkan hasil Penelitan dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan,
Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyata’ken‘ bahwa
Partai Politik......... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatken bantuan keuangan dari
Pemerintah Kabupaten Pati yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum
Tahun 2004 sebanyak............. X Rp. .............. .= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeiiksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

P PP Ketua (crr e iieeee e e e eeeveeeenenn)
2 Sekretaris S
Bl cccsenn i < s smarins o s e Anggota (oo oo e e )
A Anggofa om0 wotionms s 5 %5 usonete 5 5 5 6 )
B Anggota PR —
< T . Anggota . csrcmn 2 i . B # N
T donies 5 2 65 s ¥ & § ¢ SRS § 355 Anggota B o 0 . v o . 3 2 asomes 8 )
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LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR..5.. TAHUNZ00BENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK '

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANZAN PARTAI POLITIK

Nomor: .......cooeiveines
Pada hari....... tanggal........bulan...... tahun...... yang beitanda tangan di bawah ini :
1. Kepala SKPD atas nama Bupati Pati, selanjutnya dissbut Pinak Peitama.

2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan 'ainnya, selanjutnya disebut Pihak
Kedua. |

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama teian mehyerahxan bantuan keuangan partai
politik tahun...... kepada DPC Partai Politik atau sebutan lainrya ....sejumlah Rp............ dan
Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten Pati melalui Rekening Bank Partai Politik............Berita Acara Serah Terima ini
dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daesrah Pemerintah Kabupaten Pati

diterima oleh DPC Partai Politik (atau sebutan lainnya )......... yvang bersangkutan.
Pati,....coooi i
Pihak Kedua Pihak Pertama
DPC (atau sebutan lainnya)........... An. BUPATI PATI
Ketua Kepala SKPD
Bendahara
i i )
Saksi-saksi
/;ff‘: DT ;\\;l\f'-\‘&TIPA;'L
‘&
AN



LAMPIRAN [Il : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI  NOMOR.5 TAHUN 200 ENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK
BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN. ...t
Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit :Tgl....... B s s ¥ FilLcs 55
Nomor rekening Bank
Alamat
Jumlah Kursi
Jumlah Dana
Pati,......co.ocooeiii
Kepada
Yth. Bupati Pati
di -
Pati

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai
berikut :

No. JENIS BEL ANJA JUMLAH UANG KETERANGAN
K o 2 3 4

1. | Honorarium

2. | Uang lembur

3. ‘ Adnministrasi umum

4, 1 Langganan daya dan jasa

&. Pos dan giro {

6. | Pemeiiharaan gedung l

7. Pemeliharaan dana dan arsip ;

8. Biaya perjalanan {
| g. Komputer i

10. iviesin tik |

11. [ Meubelair kantor i
| | | _
| Jumiah |

TerDIlANG = oo

BENDAHARA UMUM KETUA. IUMUM/KETUA

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan




